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Abstract: The purpose of this study was to analyze the implementation and legal 

consequences of social and environmental responsibility for industrial forest plantation 

companies in Riau based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability 

Companies. The method used is a sociological legal research. Based on the results of 

the research, it is known that the implementation of social and environmental 

responsibility for industrial forest plantation companies in Riau based on Law No. 40 

of 2007 concerning Limited Liability Companies that has not been going well, 

because the obligations have not been fully carried out by industrial forest plantation 

companies in Riau. Greater demands occur especially for companies whose business 

operations are closely related to the exploration of natural resources, which are in 

direct and indirect contact with environmental pollution and exploitation on a daily 

basis. The legal consequence is that a company can be sued if it does not carry out its 

social and environmental obligations. Corporate social responsibility is emphasized on 

the business commitment to contribute to sustainable economic development, not only 

for the company's employees, but also for the local community and the general public. 
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Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi 

dan Akibat Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Terhadap 

Perusahaan Hutan Tanaman Industri Di Riau Berdasarkan Undang-Undang No 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Metode yang dipergunakan adalah penelitian 

hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi 

Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Terhadap Perusahaan Hutan Tanaman 

Industri Di Riau Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas bahwa belum berjalan dengan baik, karena kewajiban belum sepenuhnya 

dilakukan oleh perusahaan hutan tanaman industri di Riau. Tuntutan yang lebih besar 

terjadi terutama bagi perusahaan yang operasi usahanya banyak bersinggungan dengan 

eksplorasi sumber daya alam, yang secara harian sangat bersentuhan secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap pencemaran dan eksploitasi lingkungan. Akibat 

hukum bahwa perusahaan dapat dilakukan gugatan apabila tidak melaksanakan 

kewajiban sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perseroan ditekankan pada 

komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, 

tidak saja untuk karyawan perseroan itu sendiri, namun juga pada masyarakat lokal 

serta masyarakat umum. 
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Pendahuluan 

Perseroan terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian 

nasional perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk lebih memacu pembangunan 

nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas UUPT dengan 

kekeluargaan, dengan tetap memunculkan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha. 

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian 

untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 

saham, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang dan 

peraturan pelaksanaannya. Kegiatan usaha dari perseroan harus sesuai dengan maksud 

dan tujuan didirikannya perseroan, serta tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. 

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi 

dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, 

keluarga karyawan, komunitas- komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara 

keseluruhan dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan.1 Peningkatan kesejahteraan 

masyarakat sekitar perusahaan menjadi sasaran utama yang harus dilakukan oleh sebuah 

perusahaan, selain itu perusahaan juga mempunyai tanggung jawab sosial secara internal 

yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan kerja para pekerja di perusahaan 

juga membentuk peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang ada disekitar 

perusahaan. 

Pelaksanaan CSR tentunya belum bisa disebut maksimal karena implementasi 

CSR masih sangat membutuhkan perhatian dari semua pihak termasuk pemerintah, 

perusahaan, bahkan masyarakat. Dari semua perusahaan yang ada di Indonesia, belum 

semua perusahaan benar-benar menerapkan konsep CRS dalam kegiatan 

perusahaanya.2CSR masih merupakan bagian lain dari manajemen perusahaan, sehingga 

keberadaannya dianggap tidak memberikan kontribusi positif terhadap kelangsungan 

perusahaan. Padahal sesuai UU yang ada, keberadaan CSR melekat secara inheren 

dengan manajemen perusahaan, sehingga bidang kegiatan dalam CSR pun masih dalam 

kontrol manajemen perusahaan. 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

menggunakan istilah “tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Tanggung jawab sosial 

dan lingkungan yang dimiliki oleh suatu Perseroan secara moral harus dilakukan karena 

menjadi komitmen suatu Perseroan. Perseroan harus bergerak untuk berperan dalam 

ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Pasal 74 

ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur: “Perseroan 

yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) berhubungan 

juga dengan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu penting untuk memastikan 

dipatuhinya kewajiban hukum berupa melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Menjadi penting untuk merumuskan sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak 

melaksanakan tanggung jawab sosialnya, selain agar dipatuhi juga menjadi efek jera 

sekaligus menjadi upaya untuk memperbaiki tingkah laku perusahaan (dalam hal ini 

termasuk tingkah laku pengurus dan pemangku kepentingan internal lainnya). Namun 

pada kenyataanya, implikasi tanggungjawab social dan lingkungan terhadap perusahaan 

hutan tanaman industri di Riau belum berjalan dengan maksimal, karena ada beberapa 

perusahaan yang belum menjalankan dan merealisasikan sepenuhnya. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah 

sebagai berikut Bagaimanakah Implementasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan 
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Terhadap Perusahaan Hutan Tanaman Industri Di Riau Berdasarkan Undang-Undang 

No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?. Bagaimanakah Akibat Hukum Dari 

Implementasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Terhadap Perusahaan Hutan 

Tanaman Industri Di Riau Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas? 

 

Metode Penelitian 

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian 

hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk mengetahui bekerjanya 

hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu 

mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat 

mengindentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat. Untuk 

memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga dapat 

memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis 

menggunaan beberapa teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara yang 

dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur dan non struktur, dan Kajian 

Kepustakaan. Dalam penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis secara kuantitatif 

ataupun kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dari Data Primer, Sekunder, dan Tersier 

selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum 

empiris (sosiologis) dilakukan secara induktif. 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Terhadap Perusahaan 

Hutan Tanaman Industri Di Riau Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 

2007 Tentang Perseroan Terbatas 

Perseroan sebagai suatu badan hukum keberadaannya sama dengan manusia yang 

cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam melakukan perbuatan hukum tersebut 

perseroan diwakili oleh pengurusnya, sehingga tidak tertutup kemungkinan 

menimbulkan kelalaian dan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Pada 

prinsipnya, perseroan sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggung jawaban yang 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, tanggung jawab dalam makna Liability 

atau tanggung jawab yuridis atau hukum. Kedua, tanggung jawab dalam pengertian 

Responsibility atau tanggung jawab moral atau etis. Pada prinsipnya, apabila seseorang 

menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan orang lain, maka pihak yang dirugikan 

akan membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain terhadapnya 

merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bahwa orang lain tersebut bersalah 

atas kerugian dan harus bertanggung jawab. Pihak yang dirugikan tersebut juga akan 

membuktikan besarnya kerugian dan juga hubungan antara tindakan orang tersebut 

dengan kerugian yang ada. Pasal 97 ayat satu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 92 ayat 1. 

Prinsip Duty of Loyalty dibebankan ketika direksi membuat transaksi dengan, atau 

memiliki benturan kepentingan dengan perseroan di mana dia bekerja. Semua tindakan 

bisnis yang dilakukan oleh anggota direksi adalah harus demi kepentingan perseroan 

dan tidak boleh terjadi benturan antara kepentingan pribadi anggota direksi dengan 

kepentingan perseroan. Fungsi utama direksi sebagai organ perseroan sebagaimana yang 

ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah 

berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan 

perseroan. Disebutkan dalam Pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, 

bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. 
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Pengurusan yang dimaksud meliputi antara lain tugas melaksanakan kekuasaan 

pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan di mana direksi harus 

mengurus dan menguasai dengan baik serta menginventarisasi secara cermat. 

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus bertindak secara 

hati-hati dan beritikad baik yang dilaksanakan semata mata demi kepentingan perseroan. 

Dalam Pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bahwa pengurusan 

perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh 

tanggung jawab. Apabila direksi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik bahkan 

menimbulkan kerugian pada pihak ketiga maka perseroan tidak bertanggung jawab atas 

kerugian tersebut, melainkan menjadi tanggung jawab pribadi direksi. Kebanyakan hal 

badan hukum sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum dan 

pertanggungjawabannya secara langsung adalah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata 

dan bukannya berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata. Jika perbuatan melawan hukumnya 

dilakukan oleh seseorang bawahan maka badan hukum harus bertanggung jawab 

berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata. Sebagai pedoman, diberikan oleh Pasal 1865 

KUHPerdata. 

Pasal 25 Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 menentukan bahwa 

pembiayaan tanggung jawab sosial meliputi Pembiayaan pelaksanaan program tersebut 

untuk BUMN atau BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan 

perseroan dengan kepatuhan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan 

perundang undangan; Pembiayaan pelaksanaan program tersebut dapat berupa dana, 

barang dan atau bentuk kontribusi lainnya yang dibebankan pada biaya perseroan; dan 

Bagi perseroan perseroan terbatas yang menjalankan  kegiatan  usahanya di bidang 

dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP dengan biaya 

yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perseroan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan Pemangku 

kepentingan kinerja keuangan. 

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 berkaitan dengan pembiayaan tanggung 

jawab sosial perseroan di provinsi Riau, namun ada yang berbeda dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Perbedaan itu terletak pada anggaran pembiayaan 

tanggung jawab sosial perusahaan untuk BUMN atau BUMD. Perda menentukan bahwa 

pembiayaan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk BUMN atau BUMD 

dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perseroan. Terhadap pelaksanaan 

tanggung jawab sosial perseroan tersebut, Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 

menentukan mekanisme pengawasan dan evaluasi. Pasal 28 Perda Provinsi Riau 

Nomor 6 Tahun 2012 mengatur bahwa setiap perseroan harus memberikan laporan 

pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun 

kepada pemerintah daerah melalui forum tanggung jawab sosial. Laporan tersebut 

mencakup realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan; realisasi penggunaan 

biaya tanggung jawab sosial perseroan; capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab 

sosial perseroan; permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan; dan rencana 

tindak lanjut. 

Kemudian Pasal 29 Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 pengawasan 

tersebut dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan atau komisi dan 

atau gabungan komisi dalam bentuk rapat dengan pendapat dengan forum tanggung 

jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud 

pada ayat satu dilakukan paling kurang enam bulan sekali. Di dalam Pasal 26 Perda 

Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 mengatur tentang pembentukan forum tanggung 

jawab sosial perseroan, adapun forum tersebut dipimpin oleh Gubernur pada tingkat 

provinsi, Bupati atau walikota pada tingkat kabupaten kota, beranggotakan unsur-unsur 
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SKPD terkait, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, lembaga adat Melayu Riau dan 

forum sejenisnya. Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 juga mengatur sanksi 

terhadap pelanggaran tanggung jawab sosial perseroan. Di dalam kewajiban bagi 

perseroan untuk menyelenggarakan program tanggung jawab sosial perseroan diatur 

secara rinci dan jelas sekali tujuan. Namun, ketika sampai pada bagian sanksi, terasa 

sekali kelemahan dan ketidak jelasan nya. Pengaturan sanksi sangat kabur dan 

mengambang. 

PT Mitra kembang selaras atau PT MKS adalah perseroan swasta yang bergerak 

di bidang kehutanan dengan memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan Kayu hutan 

tanaman industri, yang sudah di verifikasi dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 

Nomor: 71/Menhut-II/2007 23 Februari 2007. Dengan luasan areal sebesar 14800 Ha. 

Terletak di Kecamatan Lirik dan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi 

Riau.PT Mitra kembang selaras melakukan program tanggung sosial perseroan untuk 

memenuhi tanggung jawab sosial pada masyarakat. Sebagai pihak luar yang beroperasi 

pada wilayah orang lain, perseroan harus memperhatikan masyarakat disekitarnya. PT 

MKS bekerjasama dengan dua koperasi yaitu koperasi andalan dari desa Banjar balam 

dan koperasi seluruh daya dari desa Seko Lubuk Tigo. Desa Desa sekitar areal lahan 

terdapat desa terdiri dari Desa Lambangsari V, Desa Wonosari, Desa Ukui II, Desa Sei 

Sagu, dan desa Pasir Ringgit. 

Program kerja PT MKS yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab sosial 

perseroan sebenarnya lebih terkait kepada manfaat bersama antara keberadaan perseroan 

dengan masyarakat sekitar hutan, serta pemerintah daerah. Untuk itu hanya sedikit 

program tanggung jawab sosial perseroan yang sudah direncanakan, namun lebih 

kepada penyesuayan situasi dan kondisi yang berkembang atas keperluan masyarakat 

sekitar tersebut. Adapun beberapa program yang rutin berjalan sampai dengan hari ini 

adalah program yang menyangkut kecerdasan dan Akhlaq mulia bangsa yang 

diutamakan pada masyarakat sekitar lahan, seperti biasiswa, pelatihan pelatihan, 

sosialisasi peraturan perundangan, dan lain sebagainya yang dianggap masuk dalam 

kategori kecerdasan bangsa. Program kesejahteraan masyarakat; Pembangunan sarana 

prasarana desa. 

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan yang dilakukan oleh PT Mitra 

kembang selaras dapat dikatakan belum dilaksanakan secara terprogram dan 

berkelanjutan, karena bantuan atau sumbangan tersebut masih ditujukan untuk 

pemenuhan kebutuhan sesaat dan untuk membentuk citra positif perseroan di tengah 

masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan di 

PT Mitra kembang selaras belum dapat Terlaksana sepenuhnya karena dana untuk 

melaksanakan tanggung jawab sosial tidak dianggarkan sejak awal. 

2. Akibat Hukum Dari Implikasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan 

Terhadap Perusahaan Hutan Tanaman Industri Di Riau 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal atau 

UUPM dikatakan bahwa tanggung jawab sosial perseroan adalah tanggung jawab yang 

melekat pada setiap perseroan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang 

serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat 

setempat. Di dalam UUPM ini, tanggung jawab sosial perseroan merupakan upaya 

pemerintah untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan di mana ia melakukan 

kegiatan atau aktivitasnya. Walaupun telah secara tegas dinyatakan bahwa tanggung 

jawab sosial perseroan di Indonesia sifatnya sebuah kewajiban, namun hanya di 

fokuskan pada perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam. 

Revolusi industri pada dekade 19-an, telah mengakibatkan adanya ledakan 

industri. Di era itu, perseroan memandang dirinya sebagai organisasi yang bertujuan 
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menurut keuntungan semata. Kontribusinya terhadap komunitas hanya berupa 

penyediaan lapangan kerja dan mekanisme pajak yang dipungut pemerintah. Padahal, 

komunitas membutuhkan lebih dari itu. Kegiatan ekonomi yang dilakukan perseroan 

telah membawa kerusakan pada lingkungan, yang acapkali biaya pemulihannya 

dibebankan pada komunitas atau pemerintah. 

Dalam konteks yang umum, hubungan bisnis sebenarnya adalah hubungan antar 

manusia. Bisnis adalah suatu interaksi yang terjadi akibat adanya kebutuhan yang tidak 

dapat diperoleh sendiri oleh individu. Ini menujukkan bahwa meskipun manusia 

dikaruniai banyak kelebihan (akal, perasaan, dan naluri), dalam kenyataan banyak 

memiliki kekurangan. Kekurangan itu makin dirasakan justru ketika akal, perasaan, dan 

naluri menuntut peningkatan kebutuhan-kebutuhan. Akibatnya, kebutuhan manusia 

makin berkembang dan kompleks sehingga tidak terbatas. melalui interaksi bisnis 

tersebut manusia saling melengkapi pemenuhan kebutuhan satu sama lain.4Etika dalam 

bisnis terkait dengan etika yang bersinggungan dengan bisnis sedangkan etika bisnis 

terkait dengan etika pada umumnya. Dalam dunia perbankan misalnya, etika dalam 

bisnis harus dinilai sesuai dengan perspektif profit maximization sebagai filosofi yang 

mendasari perbankan tanpa memperhatikan apakah ketika tersebut sesuai dengan etika 

umum. 

Nilai-nilai dasar yang menjadi tolak ukur etika bisnis adalah tingkah laku para 

pengusaha dalam menjalankan usahanya. Apakah dalam usahanya mengambil 

keuntungan dari masyarakat konsumen dilakukan melalui persaingan usaha yang fair 

(jujur), transparan (terbuka), dan ethics (etis). Perbuatan yang termasuk dalam kategori 

unethical conduct misalnya memberikan informasi yang tidak benar mengenai bahan 

mentah, karakteristik/ciri dan mutu suatu produk. Dalam kenyataannya, sangat tidak 

mungkin ada suatu ethical code dalam bisnis. Di satu pihak orang telah terbiasa secara 

keliru menganggap bahwa kegiatan bisnis sebagai permainan tipu menipu, tetapi di 

lain pihak para pelaku usaha itu sendiri menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu 

tidak baik. Karena itu, sebenarnya secara tanpa sadar diakui secara diam-diam bahwa 

diperlukan adanya suatu etika bisnis. 

Pada dasarnya, bisnis perlu dijalankan secara etis, karena bagaimana pun juga 

bisnis menyangkut tentang kepentingan siapa saja dalam masyarakat. Entah orang itu 

berperan sebagai penjual, produsen, pembeli, perantara, dan apapun perannya, hampir 

semuanya tersangkut dalam bisnis ini. Hal itu berarti bahwa kita semua, berdasarkan 

kepentingan kita masing-masing menghendaki adanya agar bisnis itu berjalan dengan 

baik. Oleh karena itu, dihendaki agar bisnis dijalankan secara etis sehingga tidak ada 

salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. 

 

Simpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh penulis antara lain Implementasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan 

Terhadap Perusahaan Hutan Tanaman Industri Di Riau Berdasarkan Undang-Undang 

No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas bahwa belum berjalan dengan baik, karena kewajiban belum sepenuhnya 

dilakukan oleh perusahaan hutan tanaman industri di Riau. Secara hukum, perusahaan 

dituntut untuk memberikan kontribusi terhadap kenaikan kehidupan masyarakat, yang 

bukan hanya sekedar memproduksi dan memasok barang dan jasa bagi masyarakat. 

Tuntutan yang lebih besar terjadi terutama bagi perusahaan yang operasi usahanya 

banyak bersinggungan dengan eksplorasi sumber daya alam, yang secara harian sangat 

bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencemaran dan eksploitasi 

lingkungan. Untuk itu, tanggung jawab sosial semakin penting untuk mengurangi dampak 



 

National Conference on Social Science and Religion (NCSSR 2022) 761  

negatif, disamping itu juga memiliki multiplier effect besar terhadap pengurangan beban 

sosial masyarakat. Akibat hukumnya bahwa perusahaan dapat dilakukan gugatan apabila 

tidak melaksanakan kewajiban sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perseroan 

ditekankan pada komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan, tidak saja untuk karyawan perseroan itu sendiri, namun juga pada 

masyarakat lokal serta masyarakat umum. 
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